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ABSTRAK 

 

Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam 

Mengurangi Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru 

 

Oleh: 

 

Sarah Salsyabilla 

NIM. 12070520690 

 

Program PUSPAGA( pusat pembelajaran keluarga ) melalui Dinas 

pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat 

Kota Pekanbaru adalah bentuk program dari pemerintah untuk mengatasi atau 

mengurangi pernikahan dini yang ada di Kota Pekanbaru yang menjadi perhatian 

khusus terutama untuk anak-anak yang masih dibawah umur tempat edukasi 

dalam memperbaiki kualitas hidup anak & orangtua menuju keluarga yang 

tentram dan sejahtera. PUSPAGA Beirtujuan memperbaiki pola asuh keiluarga 

dalam mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kasih sayang demi 

kepentingan teirbaik anak.Penelitian ini bertujuan untuk  melihat pelaksanaan 

program PUSPAGA dalam memberikan edukasi yang mampu mengurangi tingkat 

pernikahan dini yang ada di Kota pekanbaru  dan untuk mengetahui apa saja 

faktor-faktor penghambat dalam menjalankan program PUSPAGA ini.penelitian 

ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk 

menjelaskan bagaimana pelaksanaan program PUSPAGA dalam mengurangi 

pernikahan dini di Kota Pekanbaru. Pengambilan data yang dilakukan melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Program PUSPAGA dalam mengurangi pernikahan dini sudah dilaksanakan 

dengan cukup maskimal.Namun beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman 

masyarakat dan pertisipasi dari sebagian masyarakat serta beberapa masyarakat 

yang masih belum menerima sosialisasi tersebut. 

 

Kata kunci: Implementasi,Program PUSPAGA,Pernikahan Dini 
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ABSTRACT 

 

 

Implementation Of The Puspaga Program (Family Learning Center) In 

Reducing Early Marriage In The City Of Pekanbaru 

 

By: 

 

Sarah Salsyabilla 

NIM. 12070520690 

 

The PUSPAGA (family learning center) program through the Department of Women's 

Empowerment, Child Protection and Community Empowerment in Pekanbaru City is a 

form of program from the government to overcome or reduce early marriage in 

Pekanbaru City which is of special concern, especially for children who are still under 

the age of education. in improving the quality of life of children & parents towards a 

peaceful and prosperous family. PUSPAGA aims to improve family parenting patterns in 

caring for and protecting children in order to create love for the best interests of the 

child. This research aims to look at the implementation of the PUSPAGA program in 

providing education that is able to reduce the rate of early marriage in Pekanbaru City 

and to find out what the factors are. Barriers to implementing the PUSPAGA program. 

This research was conducted using qualitative research methods with the aim of 

explaining how the implementation of the PUSPAGA program reduces early marriage in 

Pekanbaru City. Data collection was carried out through observation, interviews and 

documentation.The results of the research show that the PUSPAGA Program in reducing 

early marriage has been implemented quite optimally. However, there are several 

obstacles such as a lack of public understanding and perceptions from some people and 

some people who still have not received this socialization. 

 

Keywords: Implementation, Puspaga Program, Reducing Early Marriage 
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1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pernikahan adalah peiristiwa yang suci dalam melaksanakannya harus 

deingan mengikuti aturan-aturan yang teilah ditetapkannya, berbicara tentang 

peirnikahan dini meirupakan sebuah perkawinan yang dilakukan remaja yang 

umurnya masih belum maksimal untuk melangsungkan seibuah peirnikahan. 

Pernikahan dini sudah menjadi fenomena yang seiring lama teirjadi baik perdesaan 

maupun di peirkotaan, banyak anak-anak yang dibawah umur meilakukan 

peirnikahan seibeilum batas umur yang diteintukan.untuk menikah. Jewel Gausman 

(2023) Melakukan peirnikahan di usia yang belum geinap 18 tahun adalah suatu 

keinyataan yang harus dihadapi oleh sebagian anak diseluruh dunia, termasuk pada 

neigara berkeimbang seperti Indonesia, ironismya meskipun negara sudah 

menentang pernikahan dini tetapi secara implisitnya prakteik pernikahan dini 

masih berlangsung dibeirbagai beilahan dunia dan penerapan undang-undang sering 

kali tidak eifeiktif sebagaimana mestinya akiba terpatahkan oleh adat atau tradisi 

yang mengatur norma sosial dalam suatu kelompok lingkungan masyarakat 

disetiap tempat atau wilayah. 

Lucia corno(2023) mengatakan, indonesia sebagai negara yang ke-37 

deingan tingkat angka pernikahan dini yang terbilang tinggi di kawasan ASEAN. 

Pernikahan dini di Indonesia sudah bukan hal yang lazim ketika terdeingar di ranah 

atau teilinga masyarakat, persoalan pernikahan dini di indonesia seimakin 

meningkat dari tahun ke tahun yang pada dasarnya Neigara telah mengatur batas 
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usia untuk melaksanakan pernikahan yang telah dicantumkkan dalam pasal 7 ayat 

 

(1) undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang peirubahan atas undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 teintang perkawinan (UU 16/2019) meingatur bahwa 

peirkawinan hanya bias dilakukan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 

19 tahun. 

Pada hakikatnya pasal 2 UU pernikahan mengatur bahwa peirnikahan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 

Kemudian setiap pernikahan yang disudah sah menurut negara dicatat menurut 

peiraturan peirundang-undangan yang dituangkan dalam buku nikah, bagi calon 

suami/istrinya dibawah 19 tahun tidak dipeirboleihkan oleih undang-undang, dan 

jika untuk mempeilai belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin kedua 

orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan (pasal 6 ayat 2 uu pernikahan). 

Pernikahan yang teirjadi di indonesia menjelaskan bahwa peirnikahan di 

usia muda rentan dilakukan karena dijadikan sebagai bentuk solusi untuk 

mencegah timbulnya kehamilan diluar nikah. Sarwono (2003) meingatakan bahwa 

banyaknya terjadi peirnikahan dini dipicu oleh remaja mulai mengalami tahap 

pubeirtas seihingga membuat meireka melakukan peirilaku seiksual sebeilum menikah 

yang meingakibatkan kehamilan hingga jalan pintas yang di ambil pihak keiluarga 

deingan cara menikahkan mereka.  PUSPAGA mencegah pernikahan dini dengan 

pemberian sosialisai dan program-program lainnya sebagai salah satu bentuk 

mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di akibatkan kondisi psikis 

remaja yang menikah belum stabil.( Fachira,casievera,dalam jurnal peran puspaga 

dalam mengatasi kekerasan pada anak) dan dikatakan  jika menikah dalam usia 

yang belum mencapai 19 tahun mengakibatkan terjadinya pertengkaran di dalam 

rumah tangga sehingga memungkinkan terjadinya kekerasan(taufik ramadhan 
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2022 dalam penelitian pencegahan kasus kekerasan pada anak) 

Dalam undang-undang no 35 tahun 2014 peirlindungan anak dikatakan jika 

setiap keigiatan yang menjamin dan melindungi anak serta setiap haknya untuk 

dapat hidup, tumbuh dan berkembang juga beirpartisipasi secara optimal sesuai 

deingan harkat dan martabat keimanusiaan, serta meindapat perlindungan dari 

kemanusiaan dan diskriminasi. Hak asasi anak yakni seibuah hak yang wajib 

dijamin, dilindungi dan dipeinuhi oleh orang tua kepada anaknya.Salah satu Hak 

anak yakni hak untuk mendapatkan dan melanjutkan pendidikan, seiorang anak 

mendapatkan hak untuk mendapatkan suatu pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, 

hingga ke jenjang yang leibih tinggi yaitu tingkat Universitas, tetapi dengan 

terjadinya peirnikahan anak diusia muda otomatis anak tidak dapat melanjutkan 

peindidikannya lagi karena itu beirtentangan deingan kebijakan seikolah, selain itu 

juga anak meindapatkan hak untuk beirmain meinikmati masa mudanya namun 

terhalang akibat nikah di usia yang tidak seisuai deingan yang sudah diteintukan dan 

secara langsung telah memiliki keiwajiban barunya untuk mengurus rumah 

tangga.(nandha nadhifah 2022 dalam penelitian upaya preventiv dan promotif dalam 

mencegah pernikahan dini ) 

Dalam hal ini pernikahan usia dini tentunya berpengaruh pada diri anak itu 

sendiri yang mana salah satunya bisa menyebabkan stunting,kekerasan dirumah 

tangga karena emosional yang masil labil atau belum dikatakan siap secara 

mental.setiap anak yang berada di seitiap negara berhak untuk melangsukan 

kehidupan mereka,berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak 

kekerasan dan diskriminasi seirta hak sipil dan kebebabasan. Adapun data 

Dineigara Indonesia mayoritas reimaja yang menikah muda sebagai berikut : 
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Tabeil 1.1 

Data Mayoritas Remaja Meinikah Muda 
 

Usia Preisentasei 

< 15 Tahun 2,26 % 

16-18 Tahun 19,24 % 

19-21 Tahun 33,76 % 

22-24 Tahun 27,07% 

25-30 Tahun 17,67% 

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022 

 

Dari data Badan Pusat Statistik ( BPS) menunjukkan bahwa 33,76 % di 

indonesia meincatat usia pernikahan di reintang 19-21 tahun pada 2022. Kemudian 

sebanyak 27,07% meimiliki usia menikah peirtama pada usia 22-24 tahun, serta 

19,24% pemuda yang pertama kali menikah saat berusia 16-18 tahun.Pernikahan 

anak masih merupakan praktik umum di banyak negara,terutama dikalangan 

perempuan.di seluruh dunia, Chloe M.Harvey (2022:2) mengatakan bahwa 

menikah sebelum berusia 18 tahun,sangat bervariasi antar negara yaitu thailand 

(36%),vietnam(31%),laos(27%) dan indonesia(26%). 

Beirdasarkan Data UNICEF, Indoneisia meinduduki peiringkat 8 di dunia dan 

kei -2 di ASEIAN yang jumlah pernikahannya paling terbanyak. UNICEF mencatat 

jika indoneisia beirada pada peringkat ke-8 tertinggi deingan angka absolut 

“pengantin Anak” seibeisar 1.459.000 kasus dan secara nasional, terdapat 11,2 % 

anak peirempuan yang meilakukan pernikahan dibawah usia 18 tahun dan 0,5 % dari 

anak peirempuan yang menikah pada meireka umur 15 tahun. Ashiwi tiwari 

(2023:1) bahwa Pengantin anak-anak ini menghadapi ancaman besar otonomi 

dibawah masyarakat ,kecil kemungkinannya untuk menyelesaikan pendidikan yang 

lebih tinggi,dan kecil kemungkinannya terlibat dalam dunia kerja.pernikahan dini  

Salah satu kota yang juga mengalami kasus pernikahan dini di Indonesia 

yaitu Kota Pekanbaru Provinsi Riau.Seimakin maraknya kasus peirnikahan dini di 

kota pekanbaru yang hampir terjadi setiap tahunnya di 12 kecamatan pada Kota 
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Pekanbaru yang telah tercatat pada data Kemeinteirian Agama Kota Pekanbaru yang 

beirada pada tahun 2021-2022( yudha ilyas putra) 2023 dalam penelitian tentang 

efektivitas program puspaga dalam mengedukasi tingkat pernikahan dini di kota 

pekanbaru . Hal ini meinunjukkan tingkat peirnikahan anak pada usia dini dalam 2 

tahun terakhir mengalami peiningkatan di Kota Pekanbaru.Data yang dipeiroleh 

dari Kementeirian Agama Kota Pekanbaru teirdapat ada 39 anak yang menikah di 

bawah umur pada tahun 2021 dan ada 113 anak dari bulan januari sampai bulan 

agustus tahun 2022 yang melangsungkan pernikahan dini dibawah umur. 

 

 

Tabeil 1.2 

Data Kasus Pernikahan Dini Per Keicamatan Tahun 2021-2023 
 

 

No 

 

Kecamatan 

Jumlah Pernikahan Dini 

Tahun 2021 
Tahun 

2022 

Tahun 

2023 

1 Tampan 10 15 10 

2 Payung Sekaki 9 16 10 

3 Bukit Raya 4 10 12 

4 Marpoyan Damai 11 11 7 

5 Tenayan Raya 13 13 9 

6 Lima puluh 9 9 4 

7 Sail 7 7 0 

8 Pekanbaru Kota 9 9 4 

9 Sukajadi 10 15 0 

10 Senapelan 11 12 9 

11 Rumbai 16 19 9 

12 Rumbai Peisisir 18 22 19 

TOTAL 127 158 93 

     Sumber: Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023 

 

Dari data tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pernikahan dini banyak terjadi di 

Kecamatan Rumbai Peisisir yang mana pada tahun 2021 terdapat 18 anak,pada 

tahun 2022 teirdapat 22 dan tahun 2023 sebanyak 19 anak dibawah umur yang 

melakukan peirnikahan dini, dapat di lihat jika angka kasus pernikahan dini di 

Kecamatan Rumbai Peisisir meingalami keinaikan dari tahun 2021 ke 2023. Yang 

mana pernikahan dini ini terjadi akibat kurangnya faktor ekonomi keluarga yang 
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berada diruang kemiskinan sehingga tidak memiliki biaya untk melanjutkan 

jenjang pendidikan dan untuk membantu meringankan beban orang tua maka anak 

tersebut dinikahkan(Hasil wawancara dengan saudari rasty dan firman remaja 

nikah dini kecamatan rumbai pesisir) Ini menunjukkan bahwa angka pernikahan 

dini sangat meingkhawatirkan apalagi akan meinimbulkan dampak untuk 

keiberlangsungan keihidupan generasi muda atau penerus bangsa indonesia. 

Walaupun sudah ada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai jaminan yang 

mengatur peirnikahan anak namun faktanya sampai seikarang ini kasus pernikahan 

dini semakin meningkat termasuk Kota Pekanbaru. 

Dari data Dinas pemberdayaan dan perlindungan anak Kota Peikanbaru 

(DPPPA) anak yang melakukan pernikahan dini cukup meningkat dilihat dari data 

2021-2023 

Tabel 1.3 

               Data Penyeibab Peirnikahan Dini Di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023 

 

NO Faktor Penyeibab 2021 2022 2023 

1 Putus Sekolah 70 90 39 

2 Hamil Diluar Nikah 14 17 17 

3 Keuangan dan Ekonomi 18 20 18 

4 Sex Bebas 25 31 19 

Total 127 158 93 

Sumber: P2TP2A Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023 

Dari data di atas menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini yang terjadi itu 

tercatat ada 127 untuk tahun 2021,158 untuk tahun 2022 dan 93 untuk tahun 2023 

yang meinjelaskan jika penyeibab peirnikahan dini yang teirjadi di Kota Pekanbaru 

akibat putus sekolah, hamil di luar nikah,keiuangan dan ekonomi,seirta seix beibas 

yang dilakukan. Namun yang paling tinggi faktornya untuk tahun 2023 itu adalah 

putus sekolah dengan angka 39, berdasarkan Informasi yang di peroleh bahwa 

anak-anak yang putus sekolah di Pekanbaru itu permasalahannya kareina faktor 

eikonomi dan ada juga yang putus sekolah dan mengerti tentang kondisi 
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peirekonomian keiluarga memilih untuk menikah muda,teirdata anak putus seikolah 

mulai dari SD , SMP, SMA sederajat usia 8-20 tahun. 

Izin nikah dapat diberikan dengan beberapa alasan salah satunya dengan 

menunjukkan keterangan tenaga medis bahwa perkawinan harus 

dilakukan,keadaan yang sangat terpaksa harus dilakukan melalui pengajuan 

permohonan dispensasi oleh orang tua atau kedua belah pihak calon mempelai.hal 

ini sesuia dengan ketentuan perkawinan dengan UU (Nomor 16 Tahun 2019  Dan 

Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019) (Dirangkum oleh Drs. H. 

Usman, S.H., M.H., Hakim Tinggi PTA. Pekanbaru) . 

Untuk lebih jelasnya pembahasan masalah dispensasi kawin ini harus dilihat 

rumusan lengkap pasal tentang perubahan umur perkawinan dimaksud sebagai 

berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 1) Perkawinan hanya 

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) 

tahun. 

2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak 

wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat 

mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 

3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan 

melangsugkan perkawinan.  

Penjelasan ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya 

dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari 

salah satu kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi 
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mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila 

pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang 

dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain, 

dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan 

“bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan 

bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang, dan surat 

keterangan dari tenaga 3 kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa 

perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. 

Tata Cara Pengajuan Dispensasi Kawin  

1. Pengajuan Permohonan Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata 

yang diajukan secara voluntair (permohonan). Berdasarkan Pasal 6 angka (1) 

Perma Nomor 5 Tahun 2019, pihak yang didudukkan sebagai Pemohon atau 

pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah : 

a) Orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan yang 

dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung.  

b) Jika orang tuanya sudah bercerai, maka tetap diajukan oleh kedua 

orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh 

terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan (misalnya salah satunya 

sudah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah). 

c) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, atau tidak diketahui 

tempat tinggalnya (ghoib), maka diajukan oleh salah satu orang tua.  

d) Jika keduanya sudah meninggal dunia, atau dicabut kekuasaannya, 

maka diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wali anak.  

e)  Orang tua / wali anak yang berhalangan dapat diwakilkan kepada 

kuasa berdasarkan surat kuasa.  
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(Pasal 6 angka 2 s.d 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019). Posita atau 

fundamentum petendi permohonan harus memuat landasan hukum dan peristiwa 

yang menjadi dasar permohonan, dan menjelaskan hubungan hukum antara 

Pemohon dengan permasalahan hukum yang dimohonkan. 

 Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 

permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan. Dalam penjelasan 

pasal tersebut, kata “penyimpangan” 5 mengandung makna bahwa hanya dapat 

dilakukan melalui pengajuan dispensasi oleh orang tuanya. Adapun makna 

permohonan harus memuat “alasan sangat mendesak” adalah peristiwa yang 

menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus 

dilangsungkan perkawinan. 

Dalam hal ini tentunya akan menjadi masalah karena seharusnya dengan 

diberlakukan Undang-undang tersebut bisa untuk mencegah atau mengurangi 

banyaknya remaja yang ingin melakukan pernikahan dibawah dini menimbang 

bahwasannya resiko yang ditimbulkan dari melakukan pernikahan dibawah umur 

19 tahun. 

Untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kota 

Pekanbaru adalah wujud dari bidang peilaksana pereimpuan ,peirlindungan anak  

juga peimbeirdayaan bagi masyarakat. PUSPAGA ini adalah suatu program layanan 

yang beirguna untuk meningkatkan suatu kualitas untuk membentuk keihidupan 

yang lebih baik deingan mengasuh dan meilindungi anak. 
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Tabel 1.4 

Data APBD Dinas Pembeirdayaan Peireimpuan, Perlindungan Anak Dan 

Pembeirdayaan Masyarkat Kota Peikanbaru Untuk Program PUSPAGA 

Tahun 2023 

 

No Nama  

Kegiatan 

Paket Jumlah Sumber Kode Waktu 

Pelaksana

an 

1 
Kegiatan 

Pelayanan 

Puspaga 

Program 

Peningkatan 

Kualitas 

Keluarga 

Rp.  

5.840.00

0,00 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

5.1.02

.0052 

2023 

2 
Honorarium 

Penyuluhan 

atau 

Pendampingan 

Pelayanan 

Puspaga 

Program 

Peningkatan 

Kualitas 

Keluarga 

Rp. 

59.600.0

00,00 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

 

5.1.02

.0006 

2023 

3 
Narasumber 

atau 

Pembahas, 

Moderator, 

Pembawa 

Acara, dan 

Panitia 

Advokasi 

Peningkatan 

Kualitas 

Keluarga 

Rp. 

12.400.0

00,00 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

 

5.1.02

.0003 

2023 

4 
Bimtek PHA 

dan 

Pengembangan 

Pelayanan 

Ramah Anak 

Ditingkat OPD 

terkait, Instansi 

Vertikal 

Program 

Pemenuhan 

Hak Anak 

(Pha) 

Rp. 

25.990.0

00,00 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

 

5.1.01

.0003 

2023 

5 
Pengembangan 

Pusat 

Kreatifitas 

Anak (PKA) di 

tingkat 

kecamatan dan 

kelurahan 

Program 

Pemenuhan 

Hak Anak 

(Pha) 

Rp. 

10.700.0

00,00 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

 

5.1.01

.0024 

2023 

6 
Sosialisasi dan 

Pendampingan 

Rumah Ibadah 

Ramah Anak 

Program 

Pemenuhan 

Hak Anak 

(Pha) 

Rp. 

4.438.77

2,00 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

 

5.1.01

.0025 

2023 

7 
Media promosi 

Pengembangan 

Pelayanan 

Ramah Anak 

Program 

Pemenuhan 

Hak Anak 

(Pha) 

Rp. 

37.856.4

16,00 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(PAD) 

 

5.1.01

.0026 

2023 
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Ditingkat OPD 

terkait, Instansi 

Vertikal 

  Sumber : DP3APM Kota Pekanbaru Tahun 2023 

Dari data di atas dapat di lihat terkait anggaran APBD Dinas pemberdayaan 

peirempuan dan peirlindungan anak di Kota Pekanbaru untuk pembiayaan program 

PUSPAGA tahun 2023 supaya program terseibut bisa terlaksana.adapun jenis 

program yang dilaksanakan : 

Tabel 1.5 

Data Program PUSPAGA DP3APM Kecamatan Rumbai Kota PekanbaruTahun 

2022-2023 

 

No Bentuk Program 
PUSPAGA 

2022 2023 sasaran 

1 Program keserasian 

kebijakan peningkatan 

kualitas anak dan 

perempuan.Dengan 

kegiatan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Sosialisasi yang berkaitan 

dengan kesetaraan gender 

dan perlindungan anak. 

b. Kegiatan sosialisasi 

musikalisasi terkait UU 

Perlindungan Anak dan 

pencegahan pernikahan di 

bawah umur 

45 dari 50 

orang 

 

 

 

 

10 dari 20   

sekolah 

45 dari 50 

orang 

 

 

 

 

7 dari 10 

sekolah 

Masyarakat 

dan orang tua 

 

 

Sekolah  

2 Program sosialisasi dan edukasi kelas 

parenting dan upaya perlindungan 

perempuan dan anak dibawah umur 

terhadap tindak kekerasan 

melalui pendampingan kasus 

93 dari 50 

kasus 

124 dari 50 

kasus 

Masyarakat 

dan orang tua  
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3 Program konseling dan konsultasi 45 dari 50 

orang 

25 dari 50 

orang 

Masyarakat 

dan orang tua 

  Sumber : PUSPAGA Kota Pekanbaru Tahun 2023 

 

Dari data tabel 1.5 yang diperoleh dapat dilihat bahwa program PUSPAGA 

yang dilakukan belum maksimal dalam mencapai sasaran,kegiatan sosialisasi yang 

berkaitan dengan kesetaraan gender atau perlindungan anak yang seharusnya 

sasaran tersebut adalah 50 orang tetapi realisasinya hanya mencapai 45 orang untuk 

tahun 2022 dan 2023. Kegiatan musikalisasi terkait UU perlindungan anak dan 

pencegahan pernikahan dini dengan sasaran untuk tahun 2022  adalah 20 sekolah 

dengan capaian 10 sekolah dan untuk tahun 2023 dengan 10 sekolah dengan capaian 

7 sekolah. Program sosialisasi dan edukasi kelas parenting dan upaya 

perlindunganperempuandananak dibawah umur terhadap tindak kekerasan 

melalui pendampingan kasus dengan sasaran 50 kasus dan realisasi 93 kasus 

pada tahun 2022 ,pada tahun 2023 dengan sasaran 50 kasus dan realisasi 124 

kasus, serta Program konseling dan konsultasi tahun 2022 sasaran 50 orang 

dengan capaian realisasi 45 orang sedangkan untuk tahun 2023 sasaran 50 orang 

dengan capaian realisasi 25 orang. Program yang telah dilaksanakan PUSPAGA 

tersebut belum efektif untuk mengurangi kasus pernikahan dini yang terjadi di 

Kota Pekanbaru dikarenakan tidak mencapai sasaran dari setiap programnya yang 

mana terdapat ketidaksamaan.   Adanya peimbentukan program PUSPAGA (Pusat 

pembelajaran keluarga) oleh Kota Peikanbaru yang berada di bawah Dinas 

peimberdayaan perempuan, peirlindungan anak dan pembeirdayaan masyarakat 

dengan melakukan upaya pendampingan kepada anak yang melakukan pernikahan 

dini ( febrianty,fitriani 2023)  Sasaran dalam PUSPAGA itu sendiri adalah, orang 
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tua, wali, calon orang tua, dan orang yang bertanggung jawab dalam pengasuhan 

anak yang sudah tertuang didalam UU RI Tentang perlindungan anak No 23 tahun 

2002 pasal 26 ayat 1 “ orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “ : 

1. Mengasuh,memeilhara,mendidik dan melindungi anak; 
 

2. Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;  

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

 

Apalagi untuk saat ini kita berada pada dunia digitalisasi dan arus 

globalisasi yang meningkat pesat dari waktu kei waktu, yang membuat para remaja 

ingin mengetahui dan mencoba hal yang baru, tidak heran jika melihat banyak 

remaja atau anak yang terjerumus ke dalam hal negatif. Pusat Pembelajaran 

Keluarga (PUSPAGA) Menawarkan sebuah layanan yang berupa pencegahan 

perrnikahan dini. 

Pernikahan dini tentunya menjadi masalah yang harus lebih di perhatikan 

oleh pemerintah karena dampaknya akan mengakibatkan dampak bagi anak itu 

sendiri, keluarga, masyarakat , bahkan untuk negara. Berdasarkan uraian di atas , 

peinulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk meindalami tentang 

“IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN 

KELUARGA) DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI KOTA 

PEKANBARU” 

1.2 rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Program PUSPAGA ( Pusat Pembelajaran 

keluarga) dalam mengurangi tingkat pernikahan dini di Kota 

Pekanbaru? 
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2. Apa saja faktor-faktor penghambat Pelaksanaan program PUSPAGA 

dalam  mengurangi Pernikahan dini di Kota Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Perumusan Masalah yang telah di uraikan di atas maka penulis 

di dalam penelitian ini membuat tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui implementasi dari program PUSPAGA ( pusat 

pembelajaran keluarga) dalam mengurangi tingkat perrnikahan dini di Kota 

Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala dalam Pelaksanaan program 

PUSPAGA dalam mengurangi Pernikahan dini di Kota Pekanbaru 

1.4 Manfaat Peinelitian 

 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan agar dapat meimberikan 

manfaat seibagai beirikut: 

1. Untuk penulis penelitian bermanfaat untuk dapat memberikan wawasan 

serta edukasi teirkait peirnikahan dini yang sudah sangat meinjadi 

probleimatika yang sampai sekarang beilum teirseleisaikan oleh pemerintah 

deingan meindapatkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Pereimpuan dan 

Perlindungan Anak yang di tuangkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah. 

2. Untuk instansi peneilitian ini diharapkan mampu meimberikan kontribusi 

dalam meinjalankan fungsi dan tugasnya teirutama dalam mengatasi dan 

menggali lebih lanjut tentang masalah pernikahan dini. 

3. Untuk masyarakat penelitian ini diharapkan mampu menambah 

peimahaman masyarakat bahwasannya diperlukannya kontrol dari 

masyarakat terutama keluarga teirhadap kehidupan anak dengan 
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membimbing para anak untuk tidak melakukan hal yang merugikan diri 

sendiri termasuk melakukan perrnikahan dini sebelum batas umur yang 

ditentukan. 

1.5 Sistematika Peinulisan 

 

Untuk dapat meimberikan gambaran seicara umum dari peinulisan ini, maka 

peinulis membagi ke dalam tiga bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjeilaskan tentang latar belakang dari 

permasalahan yang akan di teiliti oleh peinulis, dan juga berisi 

tujuan,manfaat,dan sisteimatika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 

Bab ini menjeilaskan teintang landasan teori yang terkait 

dengan objek pembahasan yang diperoleh dari tinjauan 

pustaka ,variablei peineilitian,dan konsep opeirasional. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh 

penulis yang berisi lokasi penelitian,jenis dan sumbeir 

data,teknik pengumpulan data seirta analisis data. 

BAB IV :      GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, 

aktivitas penelitian, struktur organisasi, visi misi dan 

gambaran umum terkait objek penelitian 

    BAB V :      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai implementasi program PUSPAGA (pusat 
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pembelajaran keluarga) dalam mengurangi pernikahan dini di 

Kota Pekanbaru. 

   BAB VI :      PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi 

terhadap pelaksananaan program PUSPAGA (pusat 

pembelajaran keluarga) yang dilakukan Dinas Pemberdayaan 

perempuan,perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat 

Kota Pekanbaru dalam mengurangi pernikahan dini. 
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2.1 Kebijakan Publik 

BAB II 

LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengeirtian Kebijakan Publik 

 

Menunjukkan perilaku seiseorang adalah konseip dasar dari kebijakan. Ada 

beirbagai definisi untuk keibijakan publik dalam terminologi. Setiap individu 

memiliki definisi keibijakannya sendiri, tergantung pada sudut pandang dari mana 

mereika memahami kebijakan terseibut. Pemerintah sendiri memiliki weiwenang 

yang diseibut sebagai Kebijakan Publik. Dalam konteks permasalahan, kebijakan 

diartikan seibagai rangkaian konsep dan prinsip yang beirfungsi sebagai kerangka 

dasar untuk masalah yang dihadapi. Kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai 

arahan yang meingatur tindakan, kepemimpinan, meitode keirja, prinsip, pernyataan 

tujuan, dan solusi masalah. Dalam konteks usaha, kebijakan juga memiliki peran 

peinting, khususnya dalam manajemen bisnis. Oleih kareina itu, kebijakan 

merupakan panduan untuk meingambil keputusan dalam tindakan. 

Dalam ranah politik diungkapkan oleh wiliam N.Dunn dalam ( aslinda dan 

ibrahim 2018 ) meinyatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang 

dipilih pemerintah juga termasuk tindakan yang tidak dilakukan dalam menjawab 

tantangan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kebijakan 

publik diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan 

tertentu, dilaksanakan dalam jangka waktu yang teilah ditetapkan. Hal serupa juga 

diungkapkan oleh Woll, yang meindeifinisikan kebijakan publik sebagai 

serangkaian langkah yang diambil pemeirintah untuk meinangani masalah-masalah 
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yang timbul di masyarakat, baik melalui intervensi langsung maupun melalui 

beirbagai leimbaga. 

Anderson dalam Agustino (2017: 17) mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan 

permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan Menurut Gerston, kebijakan 

publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat untuk 

menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan 

tindakan ini dilaksanakan di semua tingkatan pemerintahan. Pendapat lain 

menyatakan mengenai kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh wibawa dalam ( 

setyawan 2017) bahwa kebijakan publik merupakan setiap keputusan yang dibuat 

oleh pemerintah (ini dapat mencakup negara,provinsi,kabupaten- 

kota,desa,RT,RW) baik pusat maupun tingkat terendah atau badan/lembaga /organ 

supra negara(seperti ASEAN,PBB dan WTO). 

Dapat disimpulkan atas beberapa penjelasan para ahli diatas, bahwa 

kebijakan publik ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atupun pejabat guna 

memecahkan permasalahan publik dalam waktu tertentu dengan membuat suatu 

keputusan yang relavan dan sesuai dengan dunia nyata. 

2.1.2. Jenis Kebijakan Publik 

Kebijakan Publik Menurut Anderson memiliki dua belas jenis,yaitu: 

1) Kebijakan khusus adalah suatu kebijakan yang menyediakan fasilitas 

khusus bagi warga yang membutuhkannya, tetapi warga diharapkan untuk 

menyiapkan dana sendiri guna mendapatkan layanan tersebut. 
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2) Kebijakan distribusi adalah upaya memberikan pelayanan dan manfaat 

kepada sekelompok masyarakat tertentu. 

3) Kebijakan konservatifnya adalah melindungi kepemilikan secara alami dan 

tidak dibuat-buat, dengan upaya transisi yang dilakukan secara perlahan 

untuk perbaikan. 

4) Kebijakan substansial berkaitan dengan materi, isi, atau materi ajar 

mengenai kebijakan-kebijakan. 

5) Kebijakan kolektif yang baik menangani barang dan layanan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat; jika diberlakukan untuk individu atau 

kelompok, perlu dipersiapkan secara menyeluruh. 

6) Kebijakan prosedur mencakup identifikasi individu atau kelompok serta 

pihak yang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan setiap kebijakan, 

contohnya dalam merancang undang-undang di bidang hukum. 

7) Kebijakan redistribusi bertujuan untuk mengarahkan pemindahan hak, 

alokasi, dan kepeimilikan dalam masyarakat. 

8) Kebijakan regulasi membatasi perilaku individu atau kelompok. 

9) Kebijakan simbolis tidak meimaksa keheindak pada publik karena 

dampaknya pada masyarakat tidak terlalu besar. 

10) Kebijakan regulasi mandiri didukung oleh individu atau sekelompok orang 

yang memiliki kebutuhan terhadap kebijakan terseibut. 

11) Kebijakan material merujuk pada pendapatan yang diperoleih atau kerugian 

yang terkait dengan alokasi pembayaran. 

Beberapa kriteria untuk menetapkan kebijakan meliputi: 
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a) Keberhasilan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan 

ukuran efektivitas dari kebijakan yang diimplementasikan. 

b) Penggunaan dana harus efisien, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 

sehingga tidak terjadi pemborosan. 

c) Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi faktor penentu 

keberhasilan suatu kebijakan. 

d) Prinsip keadilan, menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan 

kebijakan. 

e) Tujuan utama dari kebijakan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

terkait dengan isu publik yang ada, sehingga kebijakan harus mampu 

memberikan solusi yang memadai. 

2.2 Implementasi 

 

2.2.1 Pengertian Implementasi 

 

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini 

berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola 

operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar atau kecil 

sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya 

juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program 

dilaksanakan.. implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, yang 

memberikan pengaruh melalui tindakan yang dilakukan. implementasi adalah 

peingembangan serangkaian aktivitas yang saling teirkait, melibatkan interaksi 

antara proseis, tujuan, dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapainya. 

Selain itu, untuk sukses dalam implementasi, diperlukan jaringan pelaksana dan 

birokrasi yang efektif. 
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Van Meteir dan Horn dalam Erwan dan Dyah (2015), impleimentasi meliputi 

beirbagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau pribadi publik (atau 

keilompok) yang di arahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam 

keibijakan sebelumnya. Nugroho dalam Dimas, DKK, (2016),mengatakan 

impleimentasi sebagai suatu pelaksanaan yang di lakukan untuk mencapai tujuan 

yang telah di teitapkan dalam keputusan kebijakan.. Ripley dan Frankin dalam 

Didik.DKK, (2015) implementasi adalah sesuatu tentang apa yang telah teirjadi 

setelah diteitapkannya undang-undang yang menyalurkan suatu otoritas program, 

keibijakan, keiuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangibel 

output). 

Dari beiberapa peindapat para ahli dapat disimpulkan bahwa impleimentasi 

merupakan suatu bentuk kegiatan yang dijalankan oleh individu maupun 

keilompok untuk meincapai tujuan deingan kebijakan yang teilah diputuskan, yang 

dimana hal teirsebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Deingan bahasa lain 

impleimentasi berarti seibuah keigiatan ,tindakan nyata, untuk mewujudkan tujuan 

awal yang diinginkan. Menurut George Edward III (2003) dalam buku Yulianto 

Kadji (2015) untuk mencapai suatu keberhasilan terhadap implementasi kebijakan 

publik, maka diperlukan empat faktor, yaitu: 

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi 

tujuan dan sasaran kebijakan 

2. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara 

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya 

untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. 

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. 
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Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor 

tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik. 

4. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam 

organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya 

kejelasan  bagaimana  fungsi-fungsi  atau  kegiatan  yang  berbeda-beda 

diintegrasikan atau dikoordinasikan. 

 

2.3 Pengeirtian implementasi Program 

Menurut Charles dalam Agnes (2016),implementasi Program adalah 

metode yang diakui untuk mencapai tujuan. Berikut ini adalah beibeirapa kriteiria 

yang dapat membantu menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai 

program atau tidak. 

1) Program biasanya membutuhkan staff untuk menjalankan atau ikut 

beirpartisipasi dalam pelaksanaan teirwujudnya sebuah program. 

2) Program biasanya memiliki anggaran sendiri yang digunakan untuk 

melaksanakan program terseibut. 

Jone dalam Uthami (2016), Program teirbaik di seluruh dunia didasarkan 

pada model teoritis yang jelas: sebelum melakukan intervensi dan menentukan 

masalah sosial yang ingin diatasi, seseorang harus mempertimbangkan dengan 

cermat   bagaimana   dan   mengapa   masalah   itu   muncul, 

serta pemecahan solusi untuk mengatasinya. Beirdasarkan peimahaman di atas, 

dapat dikatakan bahwa program adalah metodei yang diakui untuk mencapai tujuan 

tertentu.   yang   didalamnya   terdapat   beberapa   pihak   yang 

terlibat mempunyai anggaran seindiri, dan suatu identitas. 

2.4 Program Pusat Peimbelajaran Keiluarga (PUSPAGA) 

 

Pusat Pembeilajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan lembaga yang 
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beirada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak. PUSPAGA adalah tempat edukasi dalam memperbaiki kualitas hidup anak 

& orangtua menuju keluarga yang tentram dan sejahtera. PUSPAGA Beirtujuan 

memperbaiki pola asuh keiluarga dalam mengasuh dan melindungi anak agar 

tercipta kasih sayang, kedeikatan, keselamatan, keisejahteraan yang 

beirkelangsungan demi kepentingan teirbaik anak. 

Didalam Dasar hukum Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak pada pasal 3 bahwa menjamin hak-hak anak agar dapat 

hidup,tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi,agar terwujudnya anak indonesia yang berkualitas. Dengan hadirnya 

Program PUSPAGA yang bertujuan untuk meimenuhi hak anak dengan 

mengeidukasi anak di bawah umur yaitu : 

1) Memberikan edukasi tentang KDRT 

2) Stunting 

3) Pemenuhan hak anak 

4) Memberikan edukasi bullying 

5) Pernikahan dini 

 

6) Kekerasan anak 

Pembentukan PUSPAGA dilaksanakan berdasarkan pada 5 (lima) prinsip 

yaitu : 

1) Non diskriminasi Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan PUSPAGA 

tidak memihak baik untuk pencari dan peineirima layanan atas dasar ras, 

warna kulit, jeinis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan 

pandangan –pandangan yang lain. 



 

 
 

24 
 

 

2) layanana PUSPAGA diambil dari prinsip kepentingan terbaik anak yang 

dapat menguntungkan bagi seluruh anggota keluarga serta menjadi hal 

yang utama . 

3) Hak hidup, Menjamin perkembangan dan peirtumbuhan anak untuk hidup 

termasuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, psikis dan sosial. 

4) menghargai pandangan anak Menjamin bahwa setiap anak memiliki hak 

untuk dideingarkan, dihormati, dan diperhatikan dengan sungguh – sungguh 

dari lingkungan sekitar yang mempeingaruhi kehidupannya,dengan metode 

yang tepat deingan umur dan perkembangan kapasitasnya. 

5) Mudah di akses, Menjamin bahwa setiap anak dan keluarga berhak 

mendapat akses yang mudah, ceipat, dan tepat untuk mendapatkan 

peimbeilajaran,pendidikan, konseling serta rujukan solusi keluarga 

sejahtera. 

SOP yang digunakan dalam pengaduan yang terdapat dalam PUSPAGA 

dibagi menjadi dua, yaitu pengaduan secara langsung dan pengaduan secara tidak 

langsung. Adapun uraian pengaduan secara tidak langsung kepada PUSPAGA 

adalah sebagai berikut. 

1. Menerima dan mencatat identitas diri klien dalam pengaduan baik melalui 

telepon atau rujukan dari lembaga lain 

2. Meminta informasi identitas pelapor dan mengisi permasalahan klien 

3. Menyampaikan tentang kayanan yang tersedia berserta tujuan rujukan 

lanjutan yang di butuhkan. 

4. Menyarankan kepada pelapor untuk menyampaikan pengaduan secara 

langsung atau tertulias bagi pelapor yang melalui telepon 

5. Menerima dan menindak lanjuti pegaduan surat untuk disampaikan kepada 
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koordinator untuk di tindaklanjuti 

6. Menerima dan memverivikasi laporan untuk di tindakanjuti 

7. Menentukan petugas yangakan mengindentifikasi sesuai kasusnya 

8. Mempelajari dan menelaah bahasa yang dimasksud pengaduan 9 

9. Mengklarifikasi pengaduan yang tidak jelas. 

10. Membuat dan menyampaikan dfaft surat jawaban dan tindak lanjut kepada 

koordinator 

11. Menandatangani surat jawaban penanganan aduan 

12. Mencatat surat pengaduan dalam catatan pelaporan dan mengarsipkan 

dalam laporan 

13. Menyampaikan surat jawaban yang tetap menanyarankan ketersediaan 

pelpor untuk datang langsung ke unit layanan 

14. Mendokumentasikan laporan 

15. Pengarsipan, dokumentasi hasil konseling (setiap layanan yang diterima) 

Adapun uraian pengaduan secara langsung kepada PUSPAGA adalah 

sebagai berikut : 

1. Menerima data aduan, mencatat, mengidenifikasi/assesment awal 

 

2. Menindaklanjuti laporan hasil identifikasi 

 

3. Membuat surat tugas 

 

4. Menandatangani surat tugas 

 

5. Assesment kebutuhan klient 

6. Konseling 

7. Pengumpulan data dan bukti konseling 

 

8. Konseling lanjutan 

 

9. Melaporkan hasil pemeriksaan 
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10. Pengarsipan dokumentasi hasil konseling 

 

2.5 Pernikahan Dini 

 

2.5.1 Definisi Pernikahan di Indonesia 

 

Perkawinan merupakan suatu kegiatan dari suatu pasangan, yang sudah 

mempunyai tujuan teirteintu. perkawinan itu terdiri dari dua individu yang masih 

beilum memiliki ikatan, secara langsung tidak menutup kemungkinan jika tujuan 

mereika itu tidak sama. Kehamilan remaja menjadi pendorong signifikan terjadinya 

pernikahan dini yang terjadi dibeberapa negara di Asia tenggara dan pasifik 

.Menurut Zulfiani (2017.212) Perkawinan merupakan suatu ikatan yang 

melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum 

positifl (negara). Di Indonesia, pernikahan pria dan wanita diakui secara hukum 

yang diatur dalam suatu Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 teintang Peirnikahan, pernikahan adalah ”ikatan lahir dan batin antara 

seorang pria dan wanita sebagai seorang suami-istri yang tujuannya untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga). 

Dari peingertian perkawinan meinurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tersebut di atas maka terdapat lima unsur didalamnya, sebagai berikut: 

1) Pernikahan suatu ikatan lahir batin, yang keidua-duanya harus terpadu 

deingan eirat. 

2) Pernikahan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Ikatan 

peirkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria deingan seorang wanita.. 

3) Dikatakan sebagai suami dan istri apabila telah sah menurut agama,dan 

Negara sesuai deingan peiraturan yang telah ditetapkan. 
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4) Pernikahan bertujuan untuk meinghasilkan keiluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal. 

5) beirdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya Keituhanan Yang Maha Esa, 

maka pernikahan meimiliki kausalitas yang eirat dengan agama. 

2.5.2 Pernikahan Dini 

 

Pernikahan dini secara umum yaitu mengikat dua insan lawan jenis yang 

masih reimaja dalam satu jeinjang ikatan keiluarga. Remaja itu sendiri adalah anak 

yang berada pada fase menuju tahap keewasaan , dimana anak-anak mengalami 

peirubahan-perubahan cepat yang di dorong dari factor lingkungan mereka beirada 

.Mereka bukan lagi anak-anak , baik bentuk badan, sikap,dan cara berfikir seirta 

beirtindak, namun bukan pula orang deiwasa yang sudah bisa dikatakan matang. 

Lucia Corno (2023: 2) mengatakan Secara teoritis hubungan antara pernikahan 

anak yang didefinisikan sebagai perkawinan formal atau informal dimana seorang 

anak mendapat guncangan pendapatan yang merugikan. 

Pernikahan dini menurut BKKBN adalah peirnikahan yang berada di bawah 

usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun 

pada pria. UNICEF (2011) meinyatakan bahwa peirnikahan dini adalah pernikahan 

yang dilakukan kurang dari 18 tahun yang teirjadi pada usia reimaja.Jewel Gausman 

(2023:1) Pernikahan dibawah usia 18 tahun tidak sesuai dengan hak anak yang 

merupakan penyebab dan konsekuensi dari kerentanan sosial dan ekonomi yang 

membatasi kemampuan anak laki-laki dan perempuan untuk mencapai potensi 

mereka secara maksimal. 

Pernikahan dini (eiarly married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh 

pasangan atau salah satu pasangan masih tergolong anak-anak atau reimaja yang 

beirusia dibawah usia 19 tahun (WHO, 2010). Beirdasarkan peindapat-pendapat 
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tentang peirnikahan dini di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini 

adalah peirnikahan yang dilakukan oleh reimaja pada usia kurang dari 20 tahun atau 

bisa dikatakan usia terseibut belum cukup matang untuk meinikah. 

2.5.3 Faktor Yang Meimpengaruhi Pernikahan Dini 

 

Pernikahan dini disebabkan karena rendahnya pendidikan, keibutuhan 

eikonomi, budaya nikah muda, peirnikahan yang sudah diatur, serta seks bebas pada 

reimaja yang meingalami kenaikan hormon yang tinggi. (BKKBN, 2012) yang 

diuraikan sebagai berikut: 

a) Pendidikan Rendah 

 

Reindahnya tingkat pendidikan baik pendidikan orang tua maupun 

peindidikan anak. meimbuat minimnya pengetahuan terhadap dampak 

peirkawinan usia muda, baik dampak dari segi hukum, segi 

psikologis,maupun dari segi biologis anak. 

b) Kebutuhan EIkonomi 

Keadaan keluarga yang beirada diruang kemiskinan, seihingga untuk 

meringankan beban orang tua maka anak peireimpuannya dinikahkan 

deingan orang yang dianggap mampu meincukupi setiap keibutuhan yang 

diperlukan (Agustian, 2013). 

c) Budaya Nikah Muda 

Jika anak yang beilum menikah hingga usia 20 tahun bagi pereimpuan dan 

25 tahun bagi laki-laki maka dianggap tidak ada yang tertarik , terutama 

untuk peireimpuan. Peirempuan yang belum meinikah hingga usia 20 tahun 

dijuluki seibagai perawan tua. 

d) Pernikahan yang Diatur 

 

Faktor keluarga salah satu faktor terjadinya peirnikahan usia muda, dimana 
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keiluarga dan orang tua akan seigeira menikahkan anaknya jika sudah menuju 

masa dewasa (Naibaho, 2013). 

2.6 Pandangan Islam Peirnikahan Dini 

Dalam islam peirnikahan suatu ikatan lahir batin antara seiorang laki-laki 

deingan seorang perempuan yang tujuannya untuk hidup bersama dalam rumah 

tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah untuk dapat mempertanhankan 

hidup dengan menghasilkan keiturunan yang dilaksanakan sesuai deingan syariat 

islam. Seperti dalam QS. Al-Hujurat, 13:      

قبََاۤىِٕلَ لِتعََارَفىُْاۚ اِنَّ   انُْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعىُْباً وَّ نْ ذكََرٍ وَّ  اكَْرَمَكُمْ يٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّ

َ عَلِيْمٌ خَبيِْرٌ  ِ اتَْقٰىكُمْْۗ اِنَّ اللّٰه  عِنْدَ اللّٰه

 

Artinya: “ sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 

antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” 

Dari surat tersebut tergambarkan bahwa Allah SWT teilah menentukan 

aturan yang seisuai deingan harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Allah SWT 

menjadikan hubungan laki-laki dan peirempuan dalam ikatan suci, yaitu pernikahan 

yang terjalin atas dasar ridho allah dan orang tua antara calon suami dan calon isteri. 

Ijab dan Qobul sebagai bentuk dari keridhoan dan kesaksian banyak orang bahwa 

mereika telah sah menjalin hubungan suami-isteiri. 

Dalam agama Islam secara tegas tidak teirdapat kaidah-kaidah yang untuk 

meneintukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya 

semua tingkatan usia dapat meilakukan ikatan perkawinan. Dalam Islam syarat 

peirkawinan itu adalah „aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia. Adapun 

dalil As-Sunnah, adalah hadits dari „Aisyah RA, dia berkata : 

“Bahwa Nabi SAW telah menikahi „A`isyah RA sedang „A`isyah berumur 6 
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tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat„ Aisyah berumur 9 tahun, dan 

„Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.” (HR Bukhari, hadits no 4738, 

Maktabah Syamilah). 

Hadist diatas menjelaskan bahwa mubah hukumnya seorang laki-laki 

menikah dengan anak peireimpuan keicil yang belum haid. Hukum nikahnya sah dan 

tidak haram. Namun syara‟ hanya meinjadikan hukumnya seibatas mubah (boleih), 

tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (sunnah/mandub), 

apalagi seisuatu keharusan (wajib).namun jika merujuk pada kompilasi hukum 

islam (KHI) pasal 4 KHI menerangkan bahwa “ perkawinan adalah sah,apabila 

dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) uu 1/1974.untuk 

batas usia minimal menikah dalam KHI diatur dalam pasal 15 KHI yang 

menyatakan “ perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah 

mencapai umur” yang ditetapkan dalam pasal 7 UU 1/1974 (sebagaimana telah 

diubah oleh uu 16 tahun 2019 ).bila calon pasangan harus berusia 19 tahun ke 

atas.” Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan 

terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam 

ini, salah satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl).  

Melihat lebih banyaknya dampak negative dari pada dampak positifnya, 

sebaiknya pernikahan dini tidak dilakukan jika tujuannya hanya untuk pemuasan 

nafsu saja, mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dapat 

diqiyaskan dengan berbahaya. Berbahaya disini, apabila dalam suatu pernikahan 

nantinya akan menimbulkan KDRT, tujuan pernikahan tidak sesuai dengan syariat 

islam, dan merugikan salah satu pihak. Bisa diambil contoh, pernikahan antara 

syeh fuji dan lutfiana ulfa. Dalam pernikahan tersebut jelas merugikan salah satu 

pasangan (ulfa). diusianya yang masih kecil dia harus bersikap seperti orang 

dewasa yang bisa mengurusi urusan rumah tangga. Masa yang seharusnya di 

pergunakan untuk bermain dengan teman sebayanya, membentuk kepribadiannya, 
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harus dia tinggalkan begitu saja. Perbuatan tersebut sudah melanggar UU no 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan menikahi anak dibawah umur, 

melecehkan wanita dan memasung hak anak.Selain itu, kita bisa`melihat betapa 

amburadulnya suatu pernikahan dalam sinetron “pernikahan dini” yang hanya 

didasari oleh nafsu saja. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 

Beberapa peinelitian tentang pusat peimbeilajaran keluarga (PUSPAGA) 

yang sudah peirnah dilakukan sebelumnya terdapat pada tabel sebagai berikut. 

      Tabel 2.1   

    Penelitian Teirdahulu 

No 
Judul 

Penelitian 

Nama 

penelitia

n 

Nama 

Peneliti 

Hasil 

Pembahasan 
Perbedaan 

1 Efektifitas 

Program 

Pusat 

Pembelajar

an 

Keluarga(P

USPAGA) 

dalam 

mengeduk

asi tingkat 

pernikahan 

dini di 

Kota 

Pekanbaru

” 

 Skripsi  Yudha 

Ilyas 

Putra 

(2023),” 

Berdasarkan 

penelitian 

meingenai    

Efektifitas 

Program          

Pusat 

Pembelajaran 

Keluarga(PUSPA

GA) dalam 

meingeidukasi 

tingkat 

pernikahan dini 

di Kota 

Pekanbaru dapat   

disimpulkan 

bahwa 

penelitian ini 

meilakukan 

pengukuran/eivalu

asi teirkait        

program 

PUSPAGA yang 

berisi edukasi 

Perbedaan 

Penelitian ini 

deingan 

penelitian 

peinuliS 

adalah 

peinelitian ini 

memiliki satu 

titik fokus 

yaitu 

Efektivitas 

Program, 

.seimentara, 

peinelitian 

penulis 

membahas 

tentang 

Implementasi 

Program 

PUSPAGA 

dalam 

mengurangi 

tingkat   
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agar dapat 

meingurangi 

tingkat 

pernikahan  dini 

di Kota       

Pekanbaru namun  

hasil  dari 

penelitian  ini 

meinunjukkan 

bahwa program         belum berjalan efektif kareina ada  beibeirapa   faktor penghambat program PUSPAGA ini teirlihat dari    kasus  yang meiningkat dari tahun ke tahun dan masih kurangnya sosialisasi pemahaman orang tua Dan anak  terkait pernikahan Dini 

Serta pada 

pemelitian ini 

teirdapat  

rincian 

Dana APBD 

DP3AM dalam 

program 

PUSPAGA 

peirnikahan 

dini dengan 

 Berpegangan 

pada teori 

George 

Edward III 

2  “Peran 

PUSPAGA 

dalam 

pencegahan 

kekeirasan 

pada anak. 

  

 

jurnal 

Keisejahte

raan 

Keikeluar

gaan dan 

Peindidik

an Vol.9 

„(2023) 

Fachira 

Bella 

Syahputri,

Casiavera  

Hasil Penelitian 

Dapat 

disimpulkan 

bahwa peran 

PUSPAGA 

dalam 

peinceigahan 

kekerasan pada 

anak belum 

optimal ini 

dilihat dari 

maraknya kasus 

kekeirasan pada 

anak yang 

dilakukan oleih 

orang yang tidak 

bertanggung 

jawab yang 

mengakibatkan 

timbulnya 

kesengsaraan dan 

penderitaan 

secara fisik,psikis 

,depresi dan 

  kecemasan. 

Perbedaan 

peinelitian ini 

dengan 

penelitian 

peinulis 

adalah dalam 

peinelitian ini 

meneliti 

tentang 

konflik 

keikerasan 

yang terjadi 

pada anak 

semeintara 

penulis 

meneliti 

pencegahan 

yang di 

lakukan dari 

peirnikahan 

dini.. 
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3 .”Efektivit

as pusat 

pembelaja

rn 

keluarga 

(PUSPA

GA) 

dalam 

pencegaha

n 

 ka

sus 

kekeirasan   pada anak di Tangerang Seilatan” 

”Jurnal

 sh

aria and 

Humaniti

es vol 

2.(2022) 

Taufik 

Ramadhan, 

Naziah 

diniyah  

Hasil Penelitian 

ini meimbahas 

tentang 

Efektivitas 

PUSPAGA 

dalam mencegah 

Kekerasan yang 

masih mengalami 

hambatan yaitu 

kurangnya tenaga 

kerja pada 

lembaga dan 

waktu 

Perbedaan 

Penelitian ini 

deingan 

penelitian 

peinulis 

adalah 

peinelitian ini 

membahas 

tentang 

hambatan 

dalam 

program 

PUSPAGA,s

edangkan 

peinelitian  penulis membahas tentang peilaksanaan program  

PUSPAGA  dalam peinceigahan kasus peirnikahan dini serta memiliki perbedaan locus dalam peinelitian. 

4 “Strategi 

pencegaha

n 

pernikahan 

usia anak 

oleh 

puspaga 

kota 

tanjung  

pinang” 

”Formosa 

journal  

of 

applied 

sciences(

FJAS) 

vol.2,no 

11 2023 : 

2897-

2908 

Febrianty, 

fitriani, 

Casiavera 

Hasil penelitian 

ini membahas 

tentang strategi 

yang dilakukan 

untuk mengurangi 

pernikahan dini 

yaitu berupa 

upaya 

pendampingan 

kepada anak yang 

melakukan 

pernikahan din 

Perbedaan 

penelitian ini 

dengan 

penulis 

adalah 

penelitian 

penulis lebih 

berfokus 

kepada 

bentuk 

implementasi 

yang 

dilakukan 

puspaga 

dalam 

mengutangi 

pernikahan 

dini berupa 

sosialisasi,ed

ukasi kelas 

parenting dan 

konsultasi 

dan kosenling 

yang 

dilakukan dan 

memiliki 

perbedaan di 
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locus 

penelitian 

yakni 

dilakukan di 

kota 

Pekanbaru. 

5 “Upaya 

Preventif 

dan 

Promotif 

Pusat 

Pembelajara

n Keluarga 

(Puspaga) 

Kesengsem 

dalam 

Pencegahan 

Pernikahan 

Dini di 

Kabupaten 

Sleman”  

Jurnal 

Pendidikan 

Kewarganeg

araan dan 

Hukum  

Vol. 11 

No. 01 

Jurnal 

Pendidikan 

Kewargane

garaan dan 

Hukum  

Vol. 11 

No. 01 

(2022) 

Nanda 

Nadhifah   

Puji 

Wulandari 

Kuncorowa

ti 

hasil penelitian dan 

pembahasan terkait 

upaya pencegahan 

pernikahan dini di 

Kabupaten Sleman 

oleh Puspaga 

Kesengsem dapat 

ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Upaya preventif 

dilakukan melalui 

berbagai layanan 

yang dimiliki oleh 

Puspaga 

Kesengsem 

khususnya  

sosialisasi dan 

bersinergi dengan 

berbagai pihak 

terkait. Selain itu, 

sesuai dalam 

penelitian Husna 

bahwa terdapat 

hubungan 

disharmoni 

keluarga, emotional 

insecurity, sikap 

kecenderungan 

melakukan 

pergaulan bebas, 

kehamilan tidak 

diinginkan, 

persepsi orangtua 

tentang menikah 

dini, dan budaya 

menikah dini  

2. Upaya promotif 

perbedaan 

jurnal ini 

dengan 

penelitian 

penulis ini 

hanya berbeda 

dalam focus 

dan lokus yang 

diteliti didalam 

pernikahan 

dini dan serta 

pelaksanaan 

nya yang 

berbeda . 
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dilakukan oleh 

Puspaga 

Kesengsem dengan 

mempromosikan 

layanan yang 

dimilikinya kepada 

masyarakat yaitu 

melalui siaran 

Radio Rakosa FM, 

dan layanan 

informasi di Taman 

Denggung Sleman.  

 

 

2.8 Definisi Konsep 

Definisi konsep merupakan pokok batasan dalam penelitian yang 

memberikan arahan dalam penulisan yaitu dengan  pendefinisian sebagai 

berikut  

1. kebijakan Publik dijeilaskan sebagai arahan yang mengatur tindakan, 

keipemimpinan, meitode kerja, prinsip, pernyataan tujuan, dan solusi 

masalah. 

Jenis kebijakan publik menurut Anderson : 

a. Kebijakan khusus 

b. Kebijakan distribusi 

 

c. Kebijakan konservatif 

 

d. Kebijakan substansial 

 

e. Kebijakan kolektif 

 

2. Implementasi adalah suatu aktivitas untuk menyelesaikan suatu aktivitas 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang menggunakan sarana dalam 

memperoleh suatu hasil atau tujuan yang akan diperoleh. 

Adapun kriteria dalam implementasi kebijakan menurut George C.Edward 

III (2003) dalam buku Yulianto Kadji (2015) yaitu komunikasi,sumber 
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daya,disposisi dan struktur birokrasi. 

3. Pusat Peimbelajaran Keluarga ( PUSPAGA) adalah program tempat edukasi 

untuk mempeirbaiki kualitas hidup anak & orangtua menuju keluarga yang 

tentram dan seijahteira. PUSPAGA memiliki 

4.  Pernikahan Dini Pernikahan dini secara umum yaitu mengikat dua insan 

lawan jenis yang masih reimaja dalam satu jenjang ikatan keluarga. Remaja 

itu seindiri adalah anak yang berada pada fase menuju tahap kedewasaan, 

yang dilakukan kurang dari 18 tahun yang terjadi pada usia remaja. 

5. Komunikasi,yaitu yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 

agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. 

a. Membuat kebijakan atau sosialisasi tentang pernikahan dini yaitu  

mengadakan pemberian sosialisasi kepada masyarakat,anak remaja 

dan sekolah.berupa adanya komunikasi dengan pihak tersebut. 

b. Tingkat keberhauilan suatu program yaitu penyampaian materi  

sosialisasi tentang materi yang diberikan kepada pihak-pihak 

terkait terutama kepada orang tua 

6. Sumber daya. 

a. Sumber daya yang mendukung,yaitu sumber daya manusia,sarana 

dan prsasarana serta anggaran yang harus mendukung didalam 

menunjang suatu program yang dijalankan. 

b. Melaksanakan suatu kegiatan yang memberikan edukasi melalui 

program PUSPAGA yaitu proses pemberian edukasi berupa kelas 

parenting dalam memberikan pola pengasuhan kepada anak yang 

diberikan oleh orang tua berupa sharing dan konseling 
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7. Disposisi 

a. Respon pelaksana,yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

sesuai dengan proporsi masing-masing dalam melakukan program 

b. Pemahaman pelaksana,yaitu memahami penyampaian sosialisasi 

dengan jelas dan bisa menerapkan langsung kedalam kehidupan 

sehari-hari. 

8. Struktur organisasi  

a. Struktur birokrasi yaitu prosedur yang terdiri dari SOP dan adanya 

koordinasi dari OPD dalam menjalnkan sebuah program. 

2.9  Konsep Operasional 

 

Dalam hal ini peineiliti memilih menggunakan teori tentang impleimentasi 

keibijakan George C.Edward III (2003) dalam buku Yulianto Kadji (2015) 

dikarenakan dimpandang sesuai,lebih teipat dan lebih mampu 

mengimplementasikan program PUSPAGA dalam mengurangi peirnikahan dini di 

Kota Pekanbaru. 

       Tabeil 2.2  

Konsep Opeirasional 

Variabeil Indikator Sub-indikator 

Pelaksanaan suatu 

Program 

a.  Komunikasi a. Membuat kegiatan 

atau sosialisasi 

tentang pernikahan 

dini 

b. Tingkat keberhasilan 

suatu program 
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Implementasi kebijakan menurut George Edward III (2003) dalam buku 

Yulianto Kadji(2015) 

1. Komunikasi 

2. Sumber daya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

Implementasi Program Puspaga ( Pusat Dalam 

Mengurangi Pernikahan Dini Di Kota  

Tercapainya sasaran dari pelaksanaan Program PUSPAGA (Pusat 

untuk mencegah pernikahan dini Kota 

Pekanbaru. 

b.  Sumber daya a. Sumbeir daya manusia 

yang mendukung 

b. Melaksanakan suatu 

keigiatan yang 

memberikan edukasi 

melalui program 

PUSPAGA. 

c.  Disposisi a. Reispon pelaksana 

b. Pemahaman 

peilaksana 

d.  Struktur Birokrasi a. Struktur organisasi 

Sumber: George C.Edward (2003) dalam buku Yulianto Kadji(2015) 

 

2.10 Kerangka Beirpikir 
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3.1 Jeinis Peinelitian 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Beirdasarkan permasalahan yang penulis temukan, maka meitode yang 

diguinakan pada penelitian ini adalah metodei pendeikatan deskriptif kuialitatif. yang 

mendeksripsikan data secara sistematis, faktual, dan akurat dengan berupaya 

menggali kedalaman atau makna lebih mendalam (Kriyantono, 2020, p. 62). 

Deskriptif ini diartikan dengan pengumpulan data yang mampu menggambarkan 

suatu situasi dan kondisi. Deingan hal terseibut, peneilitian ini akan meimberikan 

terkait gambaran nyata dari masalah yang akan di kolaborasikan oleh peneliti 

deingan mengguinakan data-data yang teilah ada seibeluimnya. 

3.2 Lokasi dan Waktui Penelitian 

 

Penelitian ini dilakuikan di Kota Peikanbaru tepatnya pada instansi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Peirlindungan Anak Dan Peimberdayaan Masyarakat 

Kota Pekanbaru, dengan maksuid untuk meineiliti bagaimana Impeleimentasi 

program PUSPAGA ( puisat Keiluiarga berencana ). Penelitian ini dilakukan muilai 

dari kurun waktu bulan Septeimber hingga bulan Desember 2023. 

3.3 Jenis dan sumber data 

 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui dua jenis sumber data 

 

yaitu: 

1. Data primer 

Menurut sugiyono (2018 ) data primer yaitu data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.data dikumpulkan sendiri oleh 



 

 
 

40 
 

 

peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 

dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang berupa sekumpulan informasi yang sudah 

ada sebelumnya dan digunakan kembali sebagai pelengkap kebutuhan data 

penelitian, seperti dokumen-dokumen penting,situs web,buku,dan lain 

sebagainya.Data ini digunakan untuk mendukung informasi data primer. 

3.4 Teiknik Pengumpulan Data 

 

Dalam melakuikan seibuh penelitian, data meruipakan instrumeint yang 

sangat peinting oleh karena itui itu dibutuhkan beibeirapa meitode penguimpuilan data. 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi: peinulis membuiat suiatu peingamatan secara langsuing pada 

Dinas Pemberdayaan Peireimpuian,Perlinduingan Anak Dan Pemberdayaan 

Masyarakat, 

b. Wawancara: meilakuikkan dialog ataui Tanya jawab secara langsung keipada 

masyarakat, dan pihak petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Peirlindungan Anak Dan Peimberdayaan Masyarakat. 

c. Dokumentasi: meincari data yang beruipa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, notuilen rapat,. Dalam peineilitian ini peneliti menggunakan 

dokuimen, catatan, dan arsip yang ada pada leimbaga Dinas Pemberdayaan 

Peirempuian, Perlinduingan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat. 
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d. Stuidi puistaka: teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan 

mengumpulkan berbagai literatuir mulai dari beintuik bukui, jurnal, artikel 

dan lainnya terkait masalah penelitian yang akan diteliti. 

3.5 Informan Penelitian 

Informan adalah adanya seseorang yang akan dimintai sejumlah informasi 

terkait objek yang akan terkait dengan data peineilitian yang dilakuikan. Menurut 

Sugiyono (2019;294) mengatakan bahwa fokus penelitian kualitatif itu ada pada 

informan itu sendiri, informan sebagai sumber data peneliti untuk dapat 

menyelesaikan penelitiannya sampai pada tahap pembuatan akhir kesimpulan. 

Maka dari itu pada tahap ini bagi peneliti sangatlah penting dalam penentuan 

informan karena akan berpengaruh pada data penelitian. informan peineilitian 

meliputi bebeirapa macam, yaitui : 

a. Informan kuinci (key informan) meirupakan informan yang mengeitahui dan 

memiliki sejuimlah beirbagai informasi pokok yang diperluikan dalam hal 

peinelitian adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas 

DP3APM Kota Pekanbaru, Kepala Bidang PUSPAGA, dan staff Bidang 

Puspaga, 

b. Informan penduikung meruipakan informan yang dapat membeirikan 

informasi secara tidak langsung ikut seirta dalam interaksi sosial yang 

diteliti.adapun informan dalam penelitian ini adalah remaja nikah dini dan 

Masyarakat rumbai pesisir. 

Dalam penelitian ini, penuilis mengguinakan informan kuinci dan informan 

peindukuing yaitu sebagai beirikuit: 



 

 
 

42 
 

 

Tabeil 3.1 

Informan Penelitian 

No Nama Jumlah 

1 Kepala Dinas DP3APM Kota Pekanbaru 1 

2 Kepala Bidang PUSPAGA 1 

3 
  Staff  Bidang PUSPAGA 

1 

4 Remaja nikah dini 2 

5 Masyarakat rumbai pesisir 4 

JUMLAH 9 

  Sumber: Data Olahan Peneliti 2023 

3.6 Analisis Data 

 

Analisis data suiatu proses untuk menemukan dan menata data secara 

sisteimatis yang nantinya data tersebut dipeiroleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke beirbagai 

kategori, menjabarkan kei dalam unit-uinit ,menyusuin ke dalam pola, memilih 

mana yang penting untuk dipelajari, dan dapat dibuiat seibuah kesimpuilan uintuik 

dipahami oleih diri sendiri maupuin orang lain yang membacanya.Menurut Miles 

dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas.Analisa data melipuiti reiduksi data (data reduiction), 

peinyajian data (data display) dan peinarikan kesimpuilan (verification). 

a) Reiduksi data (data reiduction): proses meinyimpulkan, memilih hal-hal yang 

peinting, dan dicari teima, pola keimuidian membuiang yang tidak peirlui 

deingan begitui data yang telah direduiksi akan menghasilkan gambaran yang 

lebih jelas. 
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b) Penyajian data (data display): dalam peinelitian kualitatif, peinyajian data 

bisa dilakukan deingan penguiraian singkat, bagan, hubuingan antar kategori, 

atau seijenisnya. 

c)  Penarikan kesimpuilan (verification): menyajikan kesimpulan awal yang 

masih beirsifat sementara dan akan meingalami peirubahan jika tidak 

meneimuikan buikti-bukti yang kuat yang mendukuing pada tahap 

peingumpulan data beirikuitnya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru  

4.1.2 Sejarah singkat kota pekanbaru 

Pekanbaru adalah sebuah kota yang terbesar sekaligus ibu kota provinsi 

Riau.Kota pekanbaru ini dikenal sebagai tempat perdagangan dan jasa serta 

memiliki tingkat pertumbuhan,migrasi,dan urbanisasi yang tinggi di pulau 

sumatera.hal ini di dukung dengan letak yang strategis yakni berada di jalur lintas 

timur pulau sumatera. Pada awalnya nama pekanbaru itu sendiri adalah 

senanpelan yang di pimpin oleh seorang kepala suku yang disebut batin. 

Dulu daerahnya berupa ladang dan kemudian berkembang menjadi sebuah 

perkampungan. Pada periode selanjutnya daerah itu berkembang menjadi sebuah 

dusun yang bernama dusun paying sekaki.yang berada di tepi muara sungai siak. 

Akan tetapi kebanyakan orang lebih mengenal dengan nama 

senapelan.perkembangan senapelan berhubungan dengan perkembangan kerajaan 

siak sri indrapura. Semenjak sultan abdul jalil alamudin syah menetap di 

senapelan didirikanlah istana di kampong bukit,yang berdekatan dengan 

perkampungan senapelan. 

Pada masa pemerintahan putranya,raja muda Muhammad ali lokasi pasar 

bergeser ke tempat yang baru yakni disekitar pelabuhan pekanbaru.maka pada 

tanggal 23 juni 1984 negeri senapelan diganti namanya menjadi pekanbaru dan 

ditetapkan sebagai hari jadi kota pekanbaru. ( pekanbaru dalam angka,2020 ) 
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4.1.3 Kondisi Geografis Kota Pekanbaru 

Sebelum tahun 1960, kota pekanbaru hanyalah kota yang memiliki luas 

16km dan bertambah menjadi 62,69% km dengan dua kecamatan yaitu kecamatan 

senapelan dan kecamatan limapuluh. Pada tahun 1965 pekanbaru memiliki  6 

kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 

km.dengan adanya perkembangan  kegiatan pembangunan yang meningkat 

menimbulkan pengaruh kepada penduduk berupa tuntunan dan kebutuhan 

masyarakat dalam penyediaan fasilitas dan kebutuhan lainnya. 

Untuk menciptakan ketertiban pemerintah dan pembinaan wilayah yang 

cukup luas hingga dibentuklah kecamatan baru.Kota pekanbaru berada pada 1010 

14‟-1010 34‟ bujur timur dan 00 25‟- 00 45‟ lintang utara,sehingga wilayah kota 

pekanbaru 632,26 km2.adapun batas-batas kota pekanbaru sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Kampar dan siak; 

2. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten pelalawan; 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Kampar dan pelalawan;  

4. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kampar. 

Pekanbaru memang memiliki posisi geografis yang strategis di Provinsi 

Riau dan secara keseluruhan di Indonesia. Sebagai ibu kota provinsi, Pekanbaru 

bukan hanya pusat administrasi, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi, 

pendidikan, perdagangan, dan industri. Faktor-faktor ini membuatnya menjadi 

tujuan yang menarik bagi pencari kerja dari berbagai daerah di sekitarnya dan 

bahkan dari provinsi lain di Indonesia. Data iklim yang disediakan oleh Badan 

Meteorologi dan Geofisika (BMG) wilayah Pekanbaru memberikan gambaran 
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tentang kondisi iklim di kota tersebut. Suhu di wilayah Kota Pekanbaru tahun 

2009 berkisar 27,2°-31,0°C dengan rata-rata 28,1°C, sinar matahari 48,3%, 

kelembaban udara berkisar 72%-78,9%, serta kecepatan angin 3-6 knot/jam. 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan tahun 2022 

  

No Kecamatan Luas (Km2 ) Persentase 

(%) 

1 Pekanbaru Kota 2,26 0,36 

2 Sail 3,26 0,52 

3 Sukajadi 3,76 0,59 

4 Lima Puluh 4.04 0,64 

5 Senapelan 6,65 1,05 

6 Bukit Raya 22,05 3,49 

7 Marpoyan Damai 29,74 4,70 

8 Payung Sekaki 43,24 6,84 

9 Tampan 59,81 9,46 

10 Rumbai 128,85 20,38 

11 Rumbai Pesisir 157,33 24,88 

12 Tenayan Raya 171,27 27,09 

Jumlah 632,26 100.00 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2023 

 

 Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke 

timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, 

Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan  dan Tampan 

(Pekanbaru, 2021). Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota 

Pekanbaru menyebabkan meningkatnya usaha di segala bidang yang pada 

akhirnya meningkatkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan 

fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. 

Sebagaimana diketahui penduduk adalah modal dasar pembangunan suatu 

daerah bila berkualitas baik, tapi sebaliknya penduduk yang besar akan menjadi 

beban pembangunan jika laju pertumbuhan tinggi, tidak terkendali dan 
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kualitasnya rendah. 

Tabel 4.2 

Data Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Perkecamatan 

  

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  Dan Jenis Kelamin Di 

Kota Pekanbaru 

No Kecamatan 

Laki-

Laki 

2020 

Perempuan 

2020 

Jumlah Laki 

laki+Perempuan 

1 Tampan 102.577 100.661 203.238 

2 Payung sekaki 48.547 47.749 96.296 

3 Bukit raya 46.807 46.671 93.478 

4 
Marpoyan 

damai 
64.328 63.272 127.600 

5 Tenayan  raya 78.273 75.988 154.261 

6 Lima puluh 19.196 19.417 38.613 

7 Sail 9.964 10.420 20.384 

8 
Pekanbaru  

kota 
11.220 11.384 22.604 

9 Sukajadi 21.400 21.452 42.852 

10 Senapelan 17.401 17.956 35.357 

11 Rumbai 39.892 38.293 78.185 

12 Rumbai pesisir 35.512 34.976 70.488 

Pekanbaru  kota 495.117 488.239 983.3356 

Jumlah 1.966.711.00 

 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2023 

 

 Data di atas adalah jumlah  penduduk laki-laki dan perempuan yang ada 

di kecamatan kota pekanbaru yang berjumlah keseluruhan yaitu 1.966.711,00 ( 

Pekanbaru 2022). 
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4.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. 

4.2.1  Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  

 dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 

Provinsi Riau (BPPPAKB Provinsi Riau) adalah sebuah lembaga yang dibentuk 

pada Januari 2009. Awalnya, lembaga ini dikenal dengan nama Badan 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi 

Riau. Tugas utama lembaga ini adalah untuk mempromosikan kesejahteraan 

perempuan, perlindungan anak, dan perencanaan keluarga di Provinsi Riau. Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang didirikan berdasarkan 

Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2016 bertujuan  membantu 

pemerintah dalam bidang permberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Dengan perubahan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (DPPPA) di Kota Pekanbaru bertransformasi menjadi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM). 

Perubahan ini didasarkan pada peraturan daerah yang mengatur tentang 

pembentukan dan struktur organisasi pemerintah daerah. Ini menunjukkan adanya 

peningkatan fokus dan tanggung jawab dalam upaya pemberdayaan masyarakat 

secara luas, selain dari aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. 

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan di atas DP3APM Kota 

Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :  

a. Meningkatkan perlindungan hak perempuan.  
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b. Menyelenggarakan sistem data gender dan anak.  

c. Meningkatkan pemenuhan hak anak .  

d. Meningkatkan perlindungan khusus anak.   

e. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan 

masyarakat. 

 4.2.2 .Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. 

a. Tujuan 

Tujuan yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan 

kegiatan dalam upaya merealisasikan visi dan misi DP3APM (Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan 

Keluarga Berencana) Kota Pekanbaru mungkin termasuk: 

a. Untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan gender dalam 

perlindungan perempuan serta mencapai kesetaraan antara laki-laki 

dan perempuan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara 

b. Membuat situasi yang memastikan anak-anak memiliki hak-hak 

mereka terpenuhi, dilindungi, dan memiliki kesempatan untuk 

berpartisipasi sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang 

secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. 

b. Sasaran 

Sasaran adalah ekspresi konkret dari tujuan yang ingin dicapai. Dengan 

merujuk pada hal tersebut, gambaran sasaran dan penunjuk pencapaiannya adalah 
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sebagai berikut: 

a. Peningkatan dalam jumlah dan mutu perempuan yang dilengkapi 

dengan pemahaman dan keahlian dalam berbagai aspek 

kehidupan sosial masyarakat seperti politik, ekonomi, pendidikan, 

kesehatan, keterampilan hidup, dan lain sebagainya. 

b. Banyaknya pegawai pemerintah, pemangku kepentingan, dan 

anggota masyarakat yang semakin memahami pentingnya 

kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan, serta 

memberdayakan mereka. 

c. semakin banyak pemangku kepentingan dan anggota masyarakat 

yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan 

anak dan pemenuhan hak-hak mereka untuk menjamin masa 

depan bangsa yang lebih baik. 

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada dinas 

pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan pemberdayaan 

masyarakat Kota Pekanbaru 

e. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas 

kelembagaan pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus 

anak. 
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4.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak dan Pemberd ayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. 

Sumber : Dinas DP3APM Kota Pekanbaru Tahun 2024 

4.3.1 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris yang membawahi 2 sub bagian, meliputi :  

a. Sub-Bagian Umum.  

b. Sub-Bagian Keuangan. 

3. Kepala Bidang Pengarustamaan Gender, yang membawahi 3 seksi :  

a. Seksi Pengarustamaan gender dan pemberdayaab perempuan di 

bidang ekonomi.  
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b. Seksi Pengarustamaan gender dan pemberdayaab perempuan di bidang 

sosial, politik dan hukum.  

c. Seksi Pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

kualitas keluarga 

4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahi 3 

seksi :  

a. Seksi pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan korban 

kekerasan.    

b. Seksi perlindungan khusus anak.  

c. Seksi informasi dan data. 

5. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, yang membawahi 3 seksi :  

a. Seksi Pemenuhan Hak Anak dibidang hak sipil, informasi dan 

pertisipasi.  

b. Seksi Pemenuhan Hak Anak dibidang hak sipil, informasi dan 

partsipasi.  

c. Seksi Pemenuhan Hak Anak dibidang kesehatan dasar dan 

kesejahteraan. 

4.3.2 Tugas Dan Fungsi 

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala 

daerah  Nomor 100 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis dinas;  
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b. Penyusunan program dan anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak;  

c. Pelaksanaan koordinasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan 

kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;   

d. Perumusan penetapan kinerja unit kerja;  

e. Pelaksanaan koordinasi pengkajian dan perumusan kebijakan teknis 

dalam rangka pelaksanaan urusan daerah bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; 

2. Sekretaris 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  

b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta 

pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;  

c.  Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 

pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta 

penyusunan program;  

d.  Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 

dinas, upacara serta keprotokolan;  

e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban. 
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3. Bidang Pengarusutamaan Gender 

a. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum 

dan kualitas keluarga;  

b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;  

c.  Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum 

dan kualitas keluarga. 

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 

a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 

terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 

tindak pidana perdagangan orang; 

b. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 

tindak pidana perdagangan orang;  

c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang. 
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5. Bidang Pemenuhan Hak Anak 

a. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi 

dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;  

b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga 

dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, 

kreativitas dan kegiatan budaya; 

c. Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 

informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 

budaya.( peraturan walikota nomor 100 tahun 2016 ) 

4.4      Sejarah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)  

Pengasuhan memang peran yang sangat penting Pusat Pembelajaran 

Keluarga (PUSPAGA) adalah fasilitas yang bertujuan meningkatkan mutu 

kehidupan menuju keluarga yang sejahtera, dijalankan oleh para ahli seperti 

konselor, termasuk psikolog atau sarjana dengan keahlian di bidang psikologi. 

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan sebuah inisiatif 

pencegahan yang dijalankan di bawah pengawasan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA), bertujuan untuk menunjukkan 

perhatian dari Negara dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga serta 

ketahanan keluarga. Melalui program-programnya, PUSPAGA berfokus pada 
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pendidikan dan pembinaan keterampilan orang tua, perlindungan anak, serta 

pemberdayaan anak dalam lingkungan keluarga. Selain itu, PUSPAGA juga 

menyediakan layanan konseling untuk anak-anak dan keluarga.(Puspaga 2024 ) 

      4.4.1 Landasan Hukum  

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;   

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  

3. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;   

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;   

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam 

Pembangunan; 

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan 

Partisipasi Anak dalam Pembangunan. 

4.5   Visi dan MISI Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 

a. Visi 

Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan 

lembaga berbasis masyarakat. 

b. Misi 

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan 

terhadap perempuan dan anak.   
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2. Meningkatkan kualitas Kelurga Berencana (KB) serta pembinaan 

ketahanan keluarga.   

3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan 

masyarakat 

4.6    Alur Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 

 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru telah 

menjalankan layanan pasif yang didasarkan pada prinsip-prinsip Konvensi Hak 

Anak. Proses layanan pasif secara keseluruhan dimulai dari kunjungan klien yang 

bisa dilakukan oleh anak-anak, orang tua, calon orang tua, wali, atau keluarga 

yang ingin memperoleh informasi tentang layanan pengasuhan dan konseling 

yang berpusat pada hak anak. 

 Penyelenggaraan layanan pengasuhan ini mencakup penyediaan informasi 

berbasis hak anak, seperti pendaftaran kelahiran, asupan gizi, kesehatan 

reproduksi, pendidikan, saran yang sesuai untuk anak, akses ke layanan 

kesehatan, dan dukungan konseling terkait pengasuhan. Saat klien datang, 

petugas administrasi akan mencatat data dan informasi administratif, kemudian 

memberikan layanan informasi, konsultasi, atau konseling oleh para profesional 

yang terlatih. Berikut Alur Pelayanan yang telah dilaksanakan: 

1. Anak orang tua,keluarga : mendapatkan kunjungan dari pegawai 

PUSPAGA untuk mendapatkan edukasi. 

2. Tenaga administrasi : mendapatkan pendataan dari PUSPAGA untuk 

menerima program mengedukasi PUSPAGA 
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3. Devisi pencegahan : mendapatkan tenaga pisikolog yang memberikan 

layanan  informasi dan konsultasi pengasuhan . 

4. Divisi rujukan  : mendapatkan tenaga professional  yang memberikan 

layanan konseling pengasuhan  dan memberikan rujukan ke 

puskesmas,rumah sakit, dan lembaga lain.( PUSPAGA 2024 ) 

Alur pelayanan PUSPAGA 
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Sumber : PUSPAGA Kota Pekanbaru Tahun 2024 
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          BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang implementasi 

program PUSPAGA dalam mengurangi pernikahan dini di Kota Pekanbaru maka 

dapat ditarik kesimpulan ,sebagai berikut : 

a. Bahwa program PUSPAGA, sosialisasi telah dilakukan belum cukup 

efektif ,hal ini dapat dilihat bahwasannya masih ada beberapa anak remaja 

dibawah umur yang melakukan pernikahan dini teritama di kecamatan 

rumbai pesisir,tetapi untuk sasaran sudah mengedepankan komunikasi 

kepada orang tua, siswa, dan bahkan remaja. PUSPAGA terlihat telah 

memberikan sosialisasi di lingkungan sekolah.Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Pekanbaru serta berbagai OPD  lainnya. Tujuan kerja sama ini adalah 

untuk mendukung kelancaran program pernikahan dini dengan 

memberikan edukasi yang baik dan berhasil.  

b. Adapun faktor penghambat dalam kegiatan puspaga  adalah penyampaian 

informasi dari PUSPAGA kepada penerima program pernikahan dini dan 

masyarakat umum masih belum optimal. Misalnya, kegiatan parenting 

yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang pola asuh anak 

belum mencapai semua lapisan masyarakat, sehingga beberapa masih 

belum memahami dengan jelas konsep parenting untuk mencegah 

pernikahan dini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan 
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pemahaman tentang cara yang tepat dalam mengasuh anak, serta 

kurangnya sosialisasi yang menyeluruh ke masyarakat.  

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan hasil penelitian yang diperoleh, 

beberapa masukan yang disarankan peneliti kepada pihak PUSPAGA dalam 

program mengedukasi pernikahan dini dapat terus diimplementasikan : 

a. Sebaiknya  pihak  PUSPAGA  melakukan menambah  tema terkait 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih tertarik 

untuk memahami nya dan meningkatkan keyakinan kepada masyarakat 

,atau orang tua untuk bisa sharing informasi sehingga dapat membantu 

keluhan yang dialami. 

b. Penting untuk meningkatkan sosialisasi karena dibutuhkan penerimaan 

informasi yang komprehensif dan  tepat agar dapat  mencegah  kesalahan 

atau  kebingungan dalam pelaksanaan program, terutama  mengenai 

pernikahan dini di kota Pekanbaru.dan  sebaiknya terlibat aktif dalam 

survei dan pendataan penduduk miskin di suatu wilayah, mengingat bahwa 

adanya penduduk miskin yang memiliki keterbatatan baik dari segi 

ekonomi,dan adanya budaya nikah muda yang bisa mengakibatkan 

pernikahan dini pada usia yang belum matang. 
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https://m.goriaui.com/beirita/baca/jumlah-anak-putus-sekolah-di-riau-

meiningkat- tim-satgas-pantas-disdik-riau-lakukan-verifikasi-

data.html.( Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 12.56 

WIB ) 

https:// dp3apm.pekanbaru.go.id/category/pha/( diakses pada tanggal 25 

maret 2024 pukul 11.00 WIB) 

https;//www.pa-pekanbaru.go.id/layanan-publik/informasi-

perkara/statistik-perkara?id=2599 ( diakses pada tanggal 25 maret 

2024 pukul 16.00 WIB) 

https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/42/1jumlah-jumlah-

penduduk-kota-pekanbaru-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-

kelamin.html ( diakses pada tanggal 25 maret 2024 pada pukul 

17.00 WIB) 

 

Kementeirian Agama Kota Pekanbaru-Data Kasus Pernikahan Dini Tahun 

2022 ( Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 16.00 WIB ) 

P2TP2A kota Pekanbaru-Data penyebab pernikahan dini tahun 2022  

Puspaga kota pekanbaru-data lokasi sekolah kota pekanbaru tahun 2024 

Unicef. Analisis Data Pe rkawinan Anak ( Diakses Pada Tanggal 13 

Oktober 2023 Pukul 22.00 WIB 

 

  

https://lkpp.go.id/swakelola
https://m.goriau.com/berita/baca/jumlah-anak-putus-sekolah-di-riau-meningkat-tim-satgas-pantas-disdik-riau-lakukan-verifikasi-data.html
https://m.goriau.com/berita/baca/jumlah-anak-putus-sekolah-di-riau-meningkat-tim-satgas-pantas-disdik-riau-lakukan-verifikasi-data.html
https://m.goriau.com/berita/baca/jumlah-anak-putus-sekolah-di-riau-meningkat-tim-satgas-pantas-disdik-riau-lakukan-verifikasi-data.html
https://m.goriau.com/berita/baca/jumlah-anak-putus-sekolah-di-riau-meningkat-tim-satgas-pantas-disdik-riau-lakukan-verifikasi-data.html
https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/42/1jumlah-jumlah-penduduk-kota-pekanbaru-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html
https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/42/1jumlah-jumlah-penduduk-kota-pekanbaru-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html
https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/42/1jumlah-jumlah-penduduk-kota-pekanbaru-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html
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Lampiran 1  

PEDOMAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI PROGRAM PUSPAGA (PUSAT PEMBELAJARAN 

KELUARGA ) DALAM MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DI KOTA 

PEKANBARU 

Pernyataan didalam pedoman wawancara ini sifatnya tidak terstruktur dan hanya 

menjadi pedoman bagi peneliti sehingga pertanyaan dapat berkembang lebih 

lanjut mengikuti dinaika wawancara dilapangan.wawancara nantinya dilakukan 

dalam suasana informal agar informan lebih terbuka dan leluasa dalam 

memberikan pengetahuan,pengalaman dan pandangannya. 

A. Kepala Dinas DP3APM, Kepala  Bidang Puspaga, dan Staff Bidang 

Puspaga 

1. Komunikasi 

a. Bagaimana menurut bapak/ibu komunikasi PUSPAGA dalam 

melakukan sosialisasi tentang pernikahan dini di kota 

pekanbaru? 

b. Bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang 

pernikahan dini di kota pekanbaru? 

c. Bagaimana mengukur tingkat keberhasilan dari program 

PUSPAGA dalam mengurangi pernikahan dini di Kota 

pekanbaru? 
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d. Apakah untuk sekarang program PUSPAGA sudah berhasil 

dalam melaksanakan sosialisasi dalam mengurangi pernikahan 

dini di Kota pekanbaru? 

2. Sumber daya 

a. Bagaimana menurut bapak/ibu cara staf pelaksana puspaga 

mengajak orang tua/masyarakat ke dalam kegiatan sosialisasi 

tersebut sudah mendukung? 

b. Apakah sarana dan  fasilitas yang disediakan dalam 

memberikan sosialisasi tersebut sudah mendukung? 

c. Bagaiamana penggunaan anggaran dalam melaksanakan 

Program PUSPAGA dalam memeberikan sosialisasi 

pernikahan dini di Kota Pekanbaru? 

3. Disposisi 

a. Bagaimana menurut bapak/ibu pemahaman staff pelaksana 

PUSPAGA dalam memberikan petunujuk atau arahan 

sosialisasi pernikahan dini di Kota pekanbaru ? 

b. Apakah ada koordinasi atau dukungan dari pihak instansi 

dalam mencapai sasaran PUSPAGA untuk mengurangi tingkat 

pernikahan dini di Kota pekanbaru? 

4. Struktur birokrasi 

a. Bagaimana menurut bapak/ibu standar operasional prosedur 

(SOP) dalam melaksanakan program PUSPAGA tersebut telah 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan? 
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b. Apakah ada kendala dalam menjalankan standar operasional 

prosedur (SOP) tersebut? 

B. Remaja Nikah Dini Dan Masyarakat 

1. Komunikasi 

a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu proses komunikasi dan 

informasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi PUSPAGA 

dalam mengurangi pernikahan dini di kota pekanbaru apakah 

sudah berjalan dengan baik? 

b. Bagaimana bentuk penerapan komunikasi selaku orang tua 

dalam memberikan penjelasan tentang pernikahan dini kepada 

anaknya ? 

2. Sumber Daya 

a. Apakah menurut bapak/ibu staff pelaksana PUSPAGA telah 

menjalankan proses sosialisasi dan edukasi Pernikahan dini 

dengan jelas? 

b. Apakah menurut bapak/ibu penyediaan fasilitas yang diberikan 

telah maksimal?dan apakah ada kemudahan akses sarana dan 

prasarana yang diberikan puspaga dalam mengurangi 

pernikahan dini di Kota pekanbaru? 

3. Disposisi 

a. Apakah bapak/ibu sudah pernah mengikuti program 

PUSPAGA dalam memberikan sosialisasi pernikahan dini di 

kota pekanbaru?jika sudah apakah bapak/ibu memahaminya? 
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4. Struktur Organisasi  

a. Apakah staf pelaksana PUSPAGA dalam pemberian layanan 

telah melaksanakan prosedur yang telah sesuai dan mudah 

dipahami oleh bapak/ibu? 
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Lampiran 2 

DOKUMENTASI 

 

Wawancara Dengan Kepala Dinas DP3APM Kota Pekanbaru 

 

 

Wawancara dengan kepala bidang puspaga 

 

 

Wawancara dengan staff Bidang Puspaga 

 



 

 
 

89 
 

 

Wawancara dengan Remaja 

 

 

Wawancara dengan Masyarakat 
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